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Abstrak
 

Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas Notaris yang terkait dengan perkoperasian merupakan

kewenangan baru yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, terdapat hal-hal yang harus

dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang timbul dan dampak positif yang dapat

mempengaruhi profesi Notaris dan perkembangan koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah

studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media

internet. Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai dampak-dampak yang muncul setelah pemerintah

bekerjasama dengan Notaris dalam bidang perkoperasian, terutama pada pendirian koperasi, sesuai dengan

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 981/Kep/M.KUKM/1X/2004 tanggal 24 September 2004.

Dengan keikutsertaan Notaris ini, terlihat bagaimana peranan Notaris dalam pendirian koperasi, kendala-

kendala dalam pelaksanaannya, serta perbandingannya sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan

tersebut. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dilibatkannya Notaris telah memberikan

hal-hal yang positif dibandingkan dengan sebelumnya. Keikutsertaan Notaris ini semakin membuka jalan

dan memberikan peluang bagi koperasi untuk memperluas kegiatannya, yang mana akses dengan pihak

ketiga semakin besar, karena status badan hukum koperasi telah sama dengan bentuk badan hukum lainnya

seperti PT. Tetapi bagaimanapun diperlukan sosialisasi tugas baru ini, baik terhadap Notaris, maupun

koperasi itu sendiri. Selain sosialisasi, juga dibutuhkan pelatihan untuk Notaris yang harus dilakukan oleh

pemerintah dengan INI. Agar dapat terlaksana dengan balk, peran Notaris tidak hanya berdasarkan

Keputusan Menteri, tapi diharapkan juga pemerintah segera merubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian, sehingga tugas baru Notaris tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna.
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